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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Alasan terjadinya dissenting opinion hakim dalam perkara itsbat nikah dan 

penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Talu didasarkan pada 

perbedaan pandangan terhadap penerapan ketentuan hukum positif. 

Dalam Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Talu, dissenting opinion 

muncul karena Pemohon II belum memenuhi batas usia minimal 

perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga Hakim 

Dissenting berpendapat permohonan itsbat nikah tidak dapat diterima 

karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 7 

ayat (3) KHI. Sementara itu, dalam Penetapan Nomor 

11/Pdt.P/2025/PA.Talu, dissenting opinion didasarkan pada 

ketidakjelasan status perkawinan Pemohon II, karena perceraian di luar 

pengadilan tidak memiliki akibat hukum, sehingga permohonan yang 

diajukan dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian nasab anak. 

2. Perbedaan pendapat hakim dalam kedua perkara tersebut menunjukkan 

adanya perbedaan pendekatan antara penekanan pada keabsahan 

perkawinan menurut hukum Islam dan kepatuhan terhadap ketentuan 

hukum positif. Dissenting opinion dalam perkara itsbat nikah menegaskan 

bahwa pemenuhan batas usia minimal merupakan ketentuan imperatif 

yang tidak dapat disimpangi melalui itsbat nikah. Adapun dalam perkara 

penetapan asal-usul anak, dissenting opinion menekankan pentingnya 

kehati-hatian hakim dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan 

status hukum anak, agar tidak menimbulkan akibat hukum yang 

bertentangan dengan sistem hukum perkawinan nasional. 

5.2 Saran 

1. Diharapkan masyarakat kembali memperhatikan kesiapan fisik dan 
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juga psikis anak ketika akan melangsungkan pernikahan agar tidak 

menimbulkan permasalahan di kemudian hari. 

2. Hendaknya pernikahan ataupun perceraian dilakukan melalui 

pencatatan pengadilan agar kepastian hukum di tengah masyarakat 

menjadi jelas. 
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